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anggota DPRD Fraksi PDIP, 
7 anggota DPRD Fraksi PKB, 
dan 1 anggota DPRD dari 
Fraksi Gerindra. Padahal 
sebelumnya ada 23 ang
gota dewan yang menyetu- 
jui penggunaan hak inter- 
pelasi. Pada forum sidang 
paripurna, sebagian para 
anggota dewa itu mendadak 
mencabut penggunaan hak 
interpelasi yang pernah 
mereka usulkan.

“Salah satu di antaranya 
karena penggunaan angga- 
ran Covid-19 belum ada au
dit BPK,” ujar anggota DPRD 
dari Fraksi Gerindra, Danu 
Hamidi mengatakan alasan 
7 dari 8 anggota dewan dari 
fraksinya mencabut usulan 
hak interpelasi yang sebe
lumnya sudah ditandata- 
ngani dan diusulkan oleh 
mereka.

Sejumlah anggota dewan 
dari Fraksi Golkar pun men
cabut usulannya. Dengan 
alasan, sejauh ini Pemkab 
Karawang telah memberi-
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kan jawaban yang tertulis 
dan terperinci mengenai 
penggunaan anggaran Cov- 
id-19.

"Saya Siadah Anwar den
gan ini mencabut tanda- 
tatangan saya,” kata Ket- 
ua Fraksi Golkar DPRD 
Karawang, Asep Syaripudin 
membacakan surat pen- 
cabutan dukungan interpe
lasi abggita fraksinya, Sidah 
Anwar.

“OPD telah memberikan 
jawaban tertulis dan tererin- 
ci beberapa pertanyaan dan 
usulan terkait penggunaan 
anggaran covid," timpal Ibe 
melanjutkan---menyebut 
alasan Saidah m encabut 
dukungan penggunaan hak 
interpelasi.

Di tengah-tengah sidang, 
sejumlah anggota DPRD 
Fraksi PDIP--yang dari awal 
menginisiasi penggunaan 
hak interpelasi, memper- 
tanyakan rekan mereka 
sesama anggota DPRD dari 
fraksi lain yang tiba-tiba

mencabut usulan penggu
naan hak interpelasi.

"Jika dari awal saudara 
tahu belum ada audit BPK, 
kenapa saudara-saudara 
mendatangkan usulan hak 
interpelasi. Inikan jadi sep- 
erti dagelan,” kata anggota 
DPRD dari Fraksi PDIP, Toto 
Suripto.

"Lanjut atau tidaknya peng- 
gunan hak interpelasi tidak 
bisa digugurkan oleh pandan 
gan akhir fraksi,” kata rekan 
Toto di Fraksi PDIP, Natala 
Sumedha yang mengusulkan 
voting per individu—yang ke- 
mudian voting ya tetap dime- 
nangkan para anggota DPRD 
yang menolak menggunakan 
hak interpelasi.

Namun, kendati hak in
terpelasi atau hak bertan- 
ya per anggota DPRD itu 
urung berlanjut, nam un 
mereka m enyatakan tak 
menghilangkan kewajiban 
para pengguna anggaran 
covid (baca:OPD—Gugus 
Tugas) untuk memberikan 
perbaikan laporan kepada 
DPRD Karawang. (mbs)


